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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Hukum 

Perlindungan Konsumen di Era Digital" ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons terhadap pesatnya 

perkembangan teknologi digital yang telah mengubah secara 

fundamental cara bertransaksi, berinteraksi, dan berperilaku antara 

pelaku usaha dan konsumen. 

Perkembangan ekonomi digital, seperti e-commerce, fintech, 

marketplace, dan platform on-demand services, telah melahirkan pola 

hubungan hukum baru yang sering kali tidak terakomodasi secara 

optimal dalam kerangka hukum perlindungan konsumen 

konvensional. Permasalahan seperti kebocoran data pribadi, klausula 

baku elektronik yang merugikan, transaksi lintas batas negara tanpa 

yurisdiksi yang jelas, hingga maraknya cyber notary dan digital 

signature yang belum sepenuhnya dipahami konsumen menjadi 

tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. 

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif 

mengenai dinamika dan urgensi perlindungan konsumen di ranah 

digital. Pembahasan dimulai dari landasan filosofis dan yuridis 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK), kemudian dikaitkan dengan perkembangan 

regulasi terkini, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 

(UUPDP), serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang 

relevan. 

Selain itu, buku ini juga mengupas isu-isu krusial seperti tanggung 

jawab pelaku usaha platform digital, perlindungan konsumen 

dalam peer-to-peer lending, e-payment, e-wallet, serta mekanisme 

penyelesaian sengketa konsumen secara daring (online dispute 

resolution). Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi 

akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha digital, mahasiswa, serta 
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masyarakat umum yang ingin memahami hak dan kewajibannya 

sebagai konsumen di era serba digital. 

Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, terutama para 

kolega, peneliti, serta tenaga pengajar di bidang hukum bisnis dan 

teknologi informasi.  Akhir kata, semoga buku ini memberikan 

manfaat nyata dalam upaya menciptakan ekosistem digital yang adil, 

aman, dan berpihak pada kepentingan konsumen di Indonesia. 
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2 Afrizal Mukti Wibowo 

Pendahuluan  

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu cabang hukum 

yang mengalami perkembangan paling dinamis dalam sistem hukum 

modern. Seiring dengan akselerasi transformasi digital, globalisasi 

ekonomi, dan perubahan pola perilaku masyarakat sebagai 

konsumen, terjadi pergeseran paradigma yang fundamental dalam 

cara pandang terhadap hukum perlindungan konsumen. Tidak lagi 

sekadar dipahami sebagai instrumen hukum yang bersifat reaktif dan 

remidiatif, hukum perlindungan konsumen kini bertransformasi 

menjadi kerangka normatif yang proaktif, preventif, dan berorientasi 

pada pemberdayaan konsumen. 

Di Indonesia, hukum perlindungan konsumen secara formal 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) (Hamid 2017). Lebih dari dua 

dekade sejak undang-undang tersebut diundangkan, lanskap 

konsumsi dan perdagangan di Indonesia telah berubah secara 

dramatis. Platform digital seperti e-commerce, fintech, dan layanan 

berbasis aplikasi telah menciptakan ekosistem konsumsi baru yang 

tidak sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi normatif UUPK 

1999 (Ismantara dan Prianto 2022). Kondisi ini memunculkan urgensi 

pemikiran mengenai paradigma baru hukum perlindungan konsumen 

yang responsif terhadap realitas kontemporer. 

Paradigma baru tersebut tidak hanya berkaitan dengan 

pembaruan substansi normatif, tetapi juga menyangkut reorientasi 

filosofis dan epistemologis mengenai posisi konsumen dalam sistem 

hukum dan ekonomi. Konsumen tidak lagi dipandang semata-mata 

sebagai pihak yang lemah dan perlu dilindungi secara paternalistik, 

melainkan sebagai subjek hukum yang berdaya, berpengetahuan, dan 

mampu berpartisipasi aktif dalam mekanisme pasar yang adil dan 

transparan (Wibowo 2022a). 

 

Sejarah dan Konsep Dasar 

Secara etimologis, istilah "konsumen" berasal dari bahasa Inggris 

consumer dan bahasa Belanda consument, yang secara harfiah berarti 

setiap orang yang menggunakan barang atau jasa (Miru 2000). Dalam 
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konteks yuridis, A.Z. Nasution mendefinisikan konsumen sebagai 

setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan 

untuk tujuan tertentu (Nasution 2002:116). Definisi ini membedakan 

antara konsumen akhir (end consumer) dan konsumen antara 

(intermediate consumer), di mana UUPK 1999 hanya memberikan 

perlindungan kepada konsumen akhir. 

Pasal 1 angka 2 UUPK menegaskan bahwa: 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.” 

Hukum perlindungan konsumen sebagai suatu bidang hukum 

dapat dipahami dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif sempit, 

hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur hak-hak konsumen dan 

kewajiban pelaku usaha. Kedua, dari perspektif luas, hukum 

perlindungan konsumen mencakup seluruh instrumen hukum baik 

hukum privat maupun publik yang berpengaruh terhadap kedudukan 

dan kepentingan konsumen dalam hubungan ekonomi dengan pelaku 

usaha (Yusri 2019). 

Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-

asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah 

antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau 

jasa konsumen dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi ini 

mengedepankan pendekatan relasional yang memposisikan hukum 

perlindungan konsumen tidak sekadar sebagai hukum yang 

melindungi satu pihak, tetapi sebagai pengatur hubungan yang 

berimbang di antara para pihak dalam transaksi konsumen. 

AZ. Nasution membedakan antara hukum konsumen dan hukum 

perlindungan konsumen, sebagai berikut (Nasution 1999:34): Hukum 

konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang 

mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan 

produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya 

dalam kehidupan masyarakat. 

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas 

dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam 
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Pendahuluan 

Perlindungan konsumen menempati posisi sentral dalam konstelasi 

perkembangan hukum ekonomi kontemporer. Eksistensi cabang 

hukum ini berakar pada kesadaran teoretis bahwa mekanisme pasar 

tidak serta-merta beroperasi secara adil, khususnya dalam situasi di 

mana konsumen menghadapi pelaku usaha yang menguasai 

keunggulan struktural berupa kekuatan finansial, akses informasi, 

kapasitas teknologi, serta keahlian kontraktual yang secara signifikan 

melebihi posisi tawar konsumen. Oleh karena itu, dalam konteks 

ketimpangan asimetris tersebut, hukum tidak dapat diposisikan 

sebagai entitas yang netral secara formalistik belaka, melainkan harus 

bertransformasi menjadi instrumen korektif yang berfungsi 

merestorasi keseimbangan relasi hukum antara para pihak dalam 

hubungan konsumsi.  

Perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia 

dibangun di atas fondasi konstitusional yang solid. Pembukaan UUD 

NRI Tahun 1945 secara tegas merumuskan bahwa negara Indonesia 

dibentuk dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia. Konstruksi normatif ini kemudian 

diperkuat melalui jaminan hak asasi manusia dalam Pasal 28H ayat (1) 

UUD NRI Tahun 1945 yang mengafirmasi hak setiap individu atas 

kesejahteraan fisik dan mental, hak atas hunian, hak atas lingkungan 

hidup yang berkualitas dan sehat, serta hak atas akses pelayanan 

kesehatan. Berdasarkan kerangka konstitusional tersebut, 

perlindungan konsumen dapat dipahami sebagai manifestasi 

operasional dari tanggung jawab negara dalam mengawal kualitas 

hidup warga negara dalam relasi transaksi ekonomi sehari-hari.  

Konsumen pada dasarnya adalah setiap orang yang memakai 

barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik 

kebutuhan pribadi, keluarga, maupun rumah tangga, dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali. Dengan pengertian yang demikian, maka 

hampir seluruh warga negara pada satu titik adalah konsumen. 

Karena itu, perlindungan konsumen sesungguhnya adalah 

perlindungan terhadap masyarakat secara luas. Perspektif ini penting 

untuk dipahami mahasiswa, karena hukum perlindungan konsumen 
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bukan hanya mengatur persoalan transaksi jual beli, melainkan juga 

menyangkut kesehatan publik, keselamatan, akses terhadap 

informasi, keadilan ekonomi, dan martabat manusia dalam pasar 

(Shidarta, 2006).  

Bab ini membahas sejarah dan gerakan konsumerisme sebagai 

fondasi lahirnya hukum perlindungan konsumen. Uraian dimulai dari 

fase awal ketika perlindungan konsumen masih tersebar secara 

fragmentaris dalam hukum perdata, hukum dagang, dan hukum 

pidana. Selanjutnya dibahas pengaruh perkembangan global, 

terutama setelah lahirnya empat hak dasar konsumen dan pedoman 

internasional PBB. Setelah itu, pembahasan diarahkan pada 

tumbuhnya gerakan konsumerisme di Indonesia, terutama melalui 

peran YLKI, hingga mencapai momentum kodifikasi melalui Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada 

bagian akhir, dianalisis perkembangan kelembagaan dan tantangan 

baru di era digital agar pembaca memahami bahwa sejarah 

konsumerisme bukan sekadar kajian masa lalu, melainkan terus 

bergerak mengikuti perubahan teknologi dan model bisnis.  

Pendekatan historis merupakan prasyarat esensial agar 

mahasiswa mampu memahami Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen bukan sebagai instrumen hukum yang terbentuk secara 

instan. Setiap konstruksi norma hukum senantiasa berakar pada 

konteks sosial, politik, ekonomi, dan intelektual tertentu yang 

membentuk substansinya. Trajektori konsumerisme membuktikan 

bahwa kemunculan sistem perlindungan konsumen merupakan 

resultante dari proses dialektis yang panjang antara asimetri pasar, 

dinamika gerakan masyarakat sipil, perkembangan doktrin hukum, 

serta respons intervensi negara. Oleh karena itu, studi mengenai 

sejarah perlindungan konsumen secara substantif juga merupakan 

penelusuran terhadap pergeseran paradigma hukum dalam 

mengkonstruksi relasi antara pasar dengan warga negara yang 

terlibat di dalamnya.  

 

Fase Awal: Perlindungan Konsumen yang Fragmentaris 

Sebelum lahirnya peraturan khusus mengenai perlindungan 

konsumen, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah mengenal 
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Pendahuluan 

Perkembangan kegiatan ekonomi modern telah menempatkan 

konsumen sebagai salah satu subjek hukum yang memiliki posisi 

penting dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa. Hubungan 

antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya merupakan 

hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-

masing pihak. Dalam praktiknya, hubungan tersebut tidak selalu 

berjalan seimbang karena pelaku usaha umumnya memiliki 

keunggulan dari sisi informasi, modal, teknologi, serta kemampuan 

menentukan syarat transaksi. Ketimpangan posisi ini menimbulkan 

kebutuhan akan suatu sistem hukum yang mampu memberikan 

perlindungan terhadap kepentingan konsumen agar tidak dirugikan 

dalam kegiatan konsumsi sehari-hari (Shidarta, 2000). 

Transformasi pasar dari pola perdagangan konvensional menuju 

sistem digital semakin memperluas bentuk transaksi dan ragam risiko 

yang dihadapi konsumen. Konsumen tidak lagi berhadapan secara 

langsung dengan penjual, melainkan melalui platform elektronik, 

aplikasi, maupun media sosial yang sering kali memuat informasi 

produk secara sepihak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan 

permasalahan berupa iklan menyesatkan, barang tidak sesuai 

spesifikasi, penyalahgunaan data pribadi, klausula baku yang 

merugikan, hingga sulitnya mekanisme pengaduan. Oleh sebab itu, 

hukum perlindungan konsumen tidak cukup dipahami sebagai aturan 

sektoral semata, melainkan sebagai instrumen keadilan sosial dalam 

menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat (Kristiyanti, 

2016). 

Keberadaan hukum perlindungan konsumen di Indonesia 

memperoleh landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang 

tersebut lahir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat terhadap 

kepastian hukum dalam transaksi barang dan jasa. Pengaturan ini 

menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan 

kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri, sekaligus mendorong tanggung jawab pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara sehat. Dengan demikian, 
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perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan dunia 

usaha, tetapi menciptakan hubungan usaha yang adil dan 

berkelanjutan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, 1999). 

Pembahasan mengenai teori perlindungan konsumen menjadi 

penting karena teori berfungsi sebagai dasar konseptual dalam 

memahami mengapa negara perlu campur tangan dalam relasi antara 

pelaku usaha dan konsumen. Teori keadilan, teori perlindungan 

hukum, teori keseimbangan para pihak, dan teori tanggung jawab 

merupakan beberapa pendekatan yang menjelaskan bahwa hukum 

harus hadir untuk mengoreksi ketimpangan struktural dalam pasar. 

Tanpa dasar teoritis yang memadai, kebijakan perlindungan 

konsumen berisiko dipandang sekadar pembatasan terhadap 

kebebasan berusaha. Padahal, perlindungan terhadap konsumen 

justru merupakan syarat terciptanya pasar yang sehat dan terpercaya 

(Sinamo & Darmawansyah, 2024). 

Asas perlindungan konsumen juga memiliki posisi strategis 

karena menjadi pedoman dalam pembentukan norma maupun 

penyelesaian sengketa. Asas manfaat, keadilan, keseimbangan, 

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum 

merupakan nilai dasar yang telah diakomodasi dalam hukum positif 

Indonesia. Asas-asas tersebut memberikan arah bahwa kepentingan 

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah harus ditempatkan secara 

proporsional. Melalui asas tersebut, penegakan hukum tidak hanya 

berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hak dan 

pencegahan kerugian di masa mendatang (Miru & Yodo, 2004). 

Prinsip hukum perlindungan konsumen berkembang sebagai 

pedoman operasional dalam praktik hubungan dagang. Prinsip itikad 

baik, prinsip keterbukaan informasi, prinsip tanggung jawab pelaku 

usaha, prinsip keamanan produk, dan prinsip ganti rugi menjadi 

ukuran perilaku yang wajib dijalankan dalam transaksi. Prinsip-

prinsip ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha tidak semata-mata 

mengejar keuntungan, melainkan harus disertai tanggung jawab 

sosial dan hukum. Dalam konteks perdagangan digital, prinsip-prinsip 

tersebut semakin relevan karena konsumen sangat bergantung pada 

informasi yang diberikan pelaku usaha (Widjaja & Yani, 2008). 
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Dasar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia 
Perlindungan konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang 

kuat melalui UUPK serta berbagai regulasi pendukung lainnya. 

Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha, menjamin kepastian 

hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

adanya perlindungan hukum yang baik, konsumen memperoleh hak 

atas keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam penggunaan barang 

dan/atau jasa. Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia 

bersumber dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, 

hingga aturan teknis lainnya. 

1. Dasar Hukum Utama 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Undang-undang ini menjadi landasan utama 

perlindungan konsumen di Indonesia. UUPK mengatur: 

a. Hak dan kewajiban konsumen 

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha 

c. Larangan bagi pelaku usaha 

d. Tanggung jawab pelaku usaha 

e. Penyelesaian sengketa konsumen 

f. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 

 

Menurut Pasal 3 UUPK, perlindungan konsumen bertujuan: 

a. Meningkatkan kesadaran konsumen; 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen; 

c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen; 

d. Menumbuhkan sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha; 

e. Meningkatkan kualitas barang dan jasa. 

 

UUPK mengatur: 

a. Hak dan kewajiban konsumen; 

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha; 

c. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha; 

d. Tanggung jawab pelaku usaha; 

e. Penyelesaian sengketa konsumen; 

f. Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen. 
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2. Dasar Hukum Konstitusional 

Dasar hukum konstitusional perlindungan konsumen di Indonesia 

bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi negara. Konstitusi 

memberikan landasan bahwa negara wajib melindungi hak-hak 

warga negara, termasuk hak konsumen dalam memperoleh 

keamanan, kenyamanan, keadilan, dan kesejahteraan dalam 

kegiatan ekonomi. 

Beberapa pasal dalam UUD 1945 menjadi dasar perlindungan 

konsumen, antara lain: 

a. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 

Pasal ini menyatakan bahwa: 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 

Makna pasal ini berkaitan dengan perlindungan konsumen 

karena negara harus menjamin masyarakat memperoleh barang 

dan jasa yang layak, aman, dan tidak merugikan kehidupan 

masyarakat. Konsumen sebagai warga negara berhak 

mendapatkan kualitas hidup yang baik melalui sistem 

perdagangan yang sehat. 

b. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 

Pasal ini menyebutkan bahwa: 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil…” 

Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi perlindungan 

konsumen karena konsumen berhak memperoleh perlindungan 

hukum apabila mengalami kerugian akibat barang atau jasa 

yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. 

Negara wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa 

dan penegakan hukum yang adil. 

c. Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 

Pasal ini menyatakan bahwa: 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 
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Pendahuluan 

Pertumbuhan dunia perdagangan, industri, serta teknologi pada masa 

globalisasi sudah bawa akibat yang sangat besar terhadap kehidupan 

warga, spesialnya dalam bidang ekonomi serta mengkonsumsi. 

Kemajuan teknologi data serta komunikasi sudah mendesak 

terciptanya sistem perdagangan yang terus menjadi modern, kilat, 

serta luas. Bermacam wujud transaksi saat ini bisa dicoba secara 

langsung ataupun lewat media elektronik, semacam perdagangan 

daring (online), marketplace, aplikasi digital, serta bermacam platform 

teknologi yang lain. Keadaan tersebut membagikan kemudahan untuk 

warga buat mendapatkan benda serta jasa yang cocok dengan 

kebutuhan serta keinginannya. Konsumen bisa dengan gampang 

menyamakan harga, mutu, ataupun tipe produk yang ada di pasaran 

cuma lewat fitur elektronik semacam telepon genggam ataupun PC. 

Di satu sisi, pertumbuhan tersebut membagikan akibat positif 

berbentuk meningkatnya efisiensi perdagangan, tersedianya banyak 

opsi produk, dan terbukanya akses pasar yang lebih luas. Konsumen 

jadi lebih gampang mendapatkan benda serta jasa dari bermacam 

wilayah, apalagi dari luar negara. Persaingan antar pelaku usaha pula 

mendesak kenaikan mutu produk serta pelayanan demi menarik 

atensi warga. Dengan terdapatnya pertumbuhan teknologi serta 

industri, kebutuhan hidup warga modern bisa terpenuhi dengan lebih 

kilat serta instan. 

Tetapi, di sisi lain, pertumbuhan perdagangan serta teknologi 

pula memunculkan bermacam perkara hukum yang berkaitan dengan 

proteksi konsumen. Konsumen kerap kali terletak pada posisi yang 

lemah dibanding pelaku usaha. Ketidakseimbangan tersebut terjalin 

sebab pelaku usaha mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih besar, 

kemampuan data yang lebih luas, dan keahlian penciptaan serta 

distribusi yang lebih baik dibanding konsumen. Dalam praktiknya, 

konsumen kerap kali cuma jadi pihak penerima benda serta jasa tanpa 

mempunyai keahlian buat mengendalikan mutu, keamanan, ataupun 

kejelasan data dari produk yang disantap. 

Keadaan ini diperparah dengan rendahnya tingkatan pemahaman 

hukum warga menimpa hak-haknya selaku konsumen. Banyak 
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konsumen yang belum menguasai kalau mereka mempunyai hak buat 

mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta data yang 

benar atas benda ataupun jasa yang digunakan. Dampaknya, kala 

hadapi kerugian, sebagian konsumen tidak mengenali langkah hukum 

yang bisa ditempuh buat mendapatkan proteksi ataupun ubah rugi. 

Tidak sedikit pula warga yang memilah diam sebab menyangka 

kerugian yang dirasakan ialah perihal biasa ataupun merasa proses 

penyelesaian sengketa sangat rumit serta membutuhkan bayaran 

besar. 

Dalam aplikasi perdagangan tiap hari, kerap ditemui bermacam 

aksi pelaku usaha yang merugikan konsumen. Misalnya penjualan 

benda cacat tanpa pemberitahuan yang jelas, pemakaian bahan 

berisiko pada santapan serta minuman, pemberian label yang tidak 

cocok dengan isi produk, manipulasi harga, promosi palsu, sampai 

iklan yang menyesatkan warga. Tidak hanya itu, ada pula pelaku usaha 

yang membagikan pelayanan jasa tidak cocok dengan perjanjian 

ataupun standar yang dijanjikan kepada konsumen. Dalam transaksi 

elektronik, konsumen apalagi kerap hadapi penipuan berbentuk 

benda yang diterima tidak cocok pesanan, keterlambatan pengiriman, 

penyalahgunaan informasi individu, ataupun ketidakjelasan bukti diri 

pelaku usaha. 

Fenomena tersebut menampilkan bahwa posisi konsumen sangat 

rentan menghadapi kerugian baik secara materiil ataupun immateriil. 

Kerugian materiil bisa berbentuk kehabisan duit, rusaknya benda, 

ataupun bayaran bonus akibat pemakaian produk yang tidak layak. 

Sebaliknya, kerugian immateriil bisa berbentuk rasa kecewa, 

ketidaknyamanan, kendala kesehatan, apalagi ancaman terhadap 

keselamatan jiwa konsumen. Oleh karena itu, proteksi terhadap 

konsumen jadi perihal yang sangat berarti dalam menghasilkan sistem 

perdagangan yang sehat, adil, serta bertanggung jawab. 

Proteksi konsumen pada hakikatnya ialah bagian dari upaya 

penegakan hukum serta proteksi hak asasi manusia dalam bidang 

ekonomi. Konsumen selaku bagian dari warga mempunyai hak untuk 

memperoleh perlakuan yang adil serta tidak dirugikan oleh aksi 

pelaku usaha. Proteksi konsumen pula bertujuan buat menghasilkan 

penyeimbang antara kepentingan pelaku usaha serta konsumen 
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Pendahuluan  

Hukum, etika, dan moral seyogyanya merupakan sebuah dimensi yang 

berbeda-beda namun memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. 

Pada implementasinya terkadang hampir tidak ada sekat di antara 

dimensi tersebut, mengingat sifat alamiah dari ketiga dimensi ini yang 

saling melengkapi dan mendukung secara sistematis. Meskipun 

demikian, ketiga dimensi ini tetap harus dipahami dalam bentuk dan 

fungsi yang berbeda secara hakikatnya (ontologis), maka dari itu perlu 

dipahami satu per satu terlebih dahulu mengenai apa itu dimensi 

hukum, etika, dan moral baik secara umum maupun spesifik pada 

implementasinya dalam ekosistem bisnis digital.  

Lebih lanjut, terkait dimensi hukum, seyogyanya perlu dipahami 

terlebih dahulu mengenai definisi operasional hukum yang digunakan 

pada bab ini. Bagi mahasiswa dan sarjana hukum yang telah 

menempuh baik mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan 

Pengantar Hukum Indonesia (PHI), memahami pengertian hukum 

dalam beberapa bentuk, yang pertama berkaitan dengan hukum yang 

berlaku saat ini (ius constitutum), yang kedua berkaitan dengan 

hukum yang dicita-citakan di masa mendatang (ius constituendum), 

dan yang ketiga berkaitan dengan hukum kodrati atau alamiah (ius 

naturals atau natural law) (Imaniyati & Adam, 2021; Mochtar 

Kusumaatmadja, 2021). Terkait hal tersebut, dalam hal ini definisi 

operasional hukum yang digunakan pada bab ini adalah hukum positif 

atau hukum yang berlaku saat ini sebagaimana pengertian hukum 

dalam konteks ius constitutum. 

Kemudian, selanjutnya, terkait definisi operasional dalam 

dimensi etika dan moral yang digunakan pada bab ini perlu dipahami 

dalam pengertian “praktis” dan “reflektif” khususnya dalam 

kontekstualisasinya pada implementasi bisnis digital. Mengapa pada 

poin ini penulis menggabungkan antara dimensi etika dan moral, 

sebab etika dalam pengertian yang “praktis” dan “reflektif” tersebut 

membutuhkan moralitas sebagai penilaian normatif (Bertens, 2024). 

Selanjutnya pada subbab akhir, penulis akan melakukan recall-back 

terkait fungsi dari hukum itu sendiri yang juga memiliki peran penting 

dalam menjaga marwah dimensi etika dan moral pada model bisnis 

digital. Sehingga dengan demikian, pembaca akan memahami 
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bagaimana interplay antar dimensi ini bertemu dalam satu ruang yang 

sama, yakni pada model bisnis digital yang tidak hanya ideal, namun 

juga realistis untuk dijalankan. 

Tidak dapat dimungkiri bahwa pertumbuhan digital yang 

eksponensial seyogyanya telah mengubah lanskap transaksi 

komersial secara radikal, menggeser interaksi fisik menjadi ruang-

ruang virtual tanpa batas yang kerap kali mengaburkan yurisdiksi 

tradisional (Fathoni et al., 2026). Transisi ini membawa implikasi 

filosofis dan yuridis yang sangat mendalam. Pelaku usaha dan 

konsumen kini berinteraksi melalui perantara antarmuka digital (user 

interface), algoritma, dan kecerdasan buatan, yang seringkali 

mereduksi tingkat transparansi dan memunculkan asimetri informasi 

yang tajam. Dalam situasi ketidakseimbangan kedudukan yang masif 

ini, diskursus mengenai hukum perlindungan konsumen tidak dapat 

lagi dibiarkan berdiri sendiri hanya bersandarkan pada teks undang-

undang semata. Kehadiran dimensi etika dan moral menjadi krusial 

sebagai fondasi substansial yang mengarahkan pembentukan dan 

penerapan hukum positif tersebut agar tetap relevan, berkeadilan, 

dan pada akhirnya memanusiakan manusia di tengah dominasi 

teknologi (Ismantara & Prianto, 2022). 

 

Pemisahan dan Persinggungan Hukum, Etika, dan Moral  

Untuk membedah kompleksitas perlindungan konsumen di era digital, 

pemahaman ontologis yang jernih mengenai perbedaan sekaligus 

irisan antara hukum, etika, dan moral mutlak diperlukan. Secara 

fundamental, ketiga entitas ini memiliki tujuan akhir yang sama, yakni 

mengatur tingkah laku manusia dan menciptakan ketertiban. Namun, 

ketiganya berangkat dari sumber legitimasi, instrumen pemaksa, dan 

ruang lingkup yang jauh berbeda. Pemahaman ini menjadi fondasi 

logis sebelum memasuki perdebatan mengenai regulasi e-commerce 

maupun inovasi teknologi finansial. 

Hukum, khususnya dalam perwujudan ius constitutum, 

merupakan himpunan kaidah normatif yang diformalkan, 

diundangkan, dan dilegitimasi oleh otoritas negara (Imaniyati & Putra, 

2010). Sifat dasar dari hukum positif adalah imperatif dan koersif; ia 

dilengkapi dengan instrumen pemaksa serta sanksi fisik atau materiil 
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Konsep Konsumen Digital dalam Kegiatan Ekonomi Digital 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong 

transformasi fundamental dalam aktivitas ekonomi global. Fenomena 

ini melahirkan apa yang dikenal sebagai ekonomi digital, yaitu sistem 

ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan teknologi digital, internet, 

serta platform elektronik dalam proses produksi, distribusi, dan 

konsumsi. Dalam konteks ini, peran konsumen mengalami perubahan 

signifikan, baik dari sisi perilaku, preferensi, maupun cara 

berinteraksi dengan pelaku usaha. Konsumen tidak lagi hanya 

berfungsi sebagai penerima barang atau jasa, melainkan juga sebagai 

aktor aktif yang berkontribusi dalam ekosistem digital melalui data, 

ulasan, dan partisipasi dalam platform digital (Lubis et al., 2024). 

Konsep konsumen digital menjadi penting untuk dikaji karena 

mencerminkan perubahan paradigma dalam hubungan antara 

produsen dan konsumen. Jika pada ekonomi konvensional hubungan 

tersebut bersifat linier, maka dalam ekonomi digital hubungan 

tersebut menjadi lebih kompleks, interaktif, dan berbasis jaringan. 

Konsumen digital tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga dan 

kualitas produk, tetapi juga oleh pengalaman pengguna (user 

experience), reputasi platform, keamanan data, serta interaksi sosial 

dalam dunia maya (Putri, 2026). 

Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep konsumen 

digital tidak hanya relevan dalam perspektif ekonomi, tetapi juga 

dalam aspek hukum, sosial, dan teknologi. Hal ini mengingatkan 

bahwa aktivitas konsumen dalam ruang digital membawa implikasi 

terhadap perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, serta 

tanggung jawab platform digital (Prayuti, 2024). 

Konsumen digital dapat didefinisikan sebagai individu atau 

kelompok yang menggunakan teknologi digital dan jaringan internet 

untuk mencari, memilih, membeli, serta mengevaluasi produk atau 

jasa. Definisi ini menekankan bahwa aktivitas konsumsi tidak lagi 

terbatas pada interaksi fisik, melainkan terjadi dalam ruang virtual 

yang difasilitasi oleh berbagai platform digital seperti e-commerce, 

aplikasi mobile, dan media sosial (Dwi Yanti et al., 2025). Karakteristik 

tersebut menunjukkan bahwa konsumen digital memiliki peran yang 
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lebih kompleks dibandingkan konsumen konvensional, sehingga 

membutuhkan pendekatan baru dalam analisis ekonomi dan bisnis. 

Perubahan dari konsumen tradisional menuju konsumen digital 

tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses evolusi yang 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Pada tahap awal, 

konsumen masih bergantung pada interaksi langsung dalam 

transaksi. Namun, dengan munculnya internet dan e-commerce, pola 

konsumsi mulai bergeser ke arah digital (Budiman, Iswati, dan 

Sitompul, 2025). 

Dalam tahap selanjutnya, muncul konsep prosumer, yaitu 

konsumen yang juga berperan sebagai produsen konten atau nilai 

ekonomi. Konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga 

menciptakan ulasan, rekomendasi, bahkan konten promosi yang 

memengaruhi konsumen lain (Fikri et al., 2025). 

Evolusi ini menunjukkan bahwa konsumen digital memiliki 

kekuatan yang lebih besar dalam menentukan arah pasar. Informasi 

yang dihasilkan oleh konsumen dapat memengaruhi reputasi 

perusahaan dan keberhasilan suatu produk di pasar. Perilaku 

konsumen digital dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda dari 

konsumen konvensional. 

Transformasi digital telah mengubah pola konsumsi dari 

transaksi konvensional menjadi berbasis elektronik (e-commerce), 

yang ditandai dengan penggunaan kontrak elektronik, pembayaran 

digital, dan distribusi lintas batas. Dalam konteks ini, konsumen tidak 

hanya berinteraksi dengan pelaku usaha, tetapi juga dengan platform 

digital sebagai perantara. 

Karakteristik utama konsumen digital meliputi ketergantungan 

pada informasi elektronik, keterbatasan verifikasi fisik terhadap 

produk, serta kerentanan terhadap risiko seperti penipuan, kebocoran 

data, dan ketidaksesuaian produk. Oleh karena itu, regulasi modern 

menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban 

konsumen guna menciptakan ekosistem digital yang adil dan 

berkelanjutan. 
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Kedudukan Hukum Pelaku Usaha dalam Ekosistem 

Perdagangan Digital 
Pelaku usaha, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, 

merujuk pada setiap orang atau badan hukum yang melakukan 

kegiatan untuk tujuan perdagangan. Kegiatan tersebut bisa berupa 

penjualan barang maupun penyediaan jasa. Pelaku usaha ini memiliki 

peran yang sangat penting dalam memastikan konsumen 

mendapatkan hak-haknya, seperti hak atas informasi yang jelas dan 

perlindungan terhadap barang atau jasa yang diterima (Ridha et al., 

2025). Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), 

pelaku usaha adalah "setiap orang atau badan hukum yang melakukan 

kegiatan untuk tujuan perdagangan barang dan/atau jasa." Pelaku 

usaha ini bertanggung jawab untuk menjaga kualitas dan keandalan 

produk atau layanan yang mereka tawarkan. 

Karena kemajuan teknologi yang menghasilkan platform online 

dan merchant digital, istilah "pelaku usaha" dalam konteks digital 

menjadi lebih kompleks. Meskipun mereka berada di tempat yang 

sama, kedua jenis pelaku usaha ini berbeda dalam ekosistem 

perdagangan digital. Penjual adalah pihak yang menjual barang atau 

jasa melalui platform, sementara platform adalah pihak yang 

menyediakan sistem atau sarana untuk transaksi. Misalnya, penjual 

bertanggung jawab atas kualitas barang atau jasa yang dijual, 

sedangkan platform bertanggung jawab untuk memastikan transaksi 

berlangsung dengan aman. Pasal 1 UU ITE mengatur transaksi 

elektronik dan mencakup platform sebagai penyedia sistem 

elektronik. 

Sebagai contoh, dalam platform e-commerce seperti Tokopedia 

atau Bukalapak, platform tersebut menyediakan sistem yang 

memungkinkan transaksi antara pembeli dan penjual. Namun, 

tanggung jawab terhadap kualitas produk tetap ada pada pihak 

merchant atau penjual. Jika terdapat barang yang cacat atau tidak 

sesuai dengan deskripsi, konsumen bisa mengajukan klaim kepada 

merchant, bukan platform, meskipun platform memiliki peran dalam 

memfasilitasi transaksi dan menjaga keamanan. Ini menunjukkan 

perbedaan kewajiban antara platform dan merchant dalam ekosistem 

digital. 
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Tanggung jawab platform dalam ekosistem digital juga mencakup 

perlindungan data pribadi pengguna. Undang-Undang No. 27 Tahun 

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan platform digital 

untuk menjaga kerahasiaan dan keamanannya. Sebagai contoh, 

sebuah platform e-commerce dapat dimintai pertanggungjawaban 

oleh hukum jika data pelanggannya bocor. Dalam hal ini, platform 

bertanggung jawab untuk menjaga data pribadi. Sementara itu, 

penjual dalam sistem digital bertanggung jawab untuk memastikan 

bahwa standar kualitas yang dijanjikan untuk produk yang mereka 

jual telah dipenuhi. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan klaim 

dan meminta ganti rugi atau pengembalian barang jika produk yang 

dijual secara online ditemukan cacat atau tidak sesuai dengan 

deskripsi yang ditampilkan di platform. Untuk menghindari masalah 

hukum di kemudian hari, penjual harus memastikan bahwa produk 

yang mereka jual tidak melanggar hak kekayaan intelektual atau 

merek dagang. Pasal 7 dan 8 UU Perlindungan Konsumen menekankan 

kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat. 

Pelaku usaha juga harus memastikan bahwa transaksi yang 

dilakukan melalui platform dapat berjalan dengan lancar, aman, dan 

tidak merugikan konsumen. Misalnya, dalam transaksi pembayaran, 

platform harus menjamin bahwa transaksi dilakukan dengan metode 

yang aman dan tidak ada penyalahgunaan data konsumen. Jika terjadi 

masalah dalam pembayaran, platform bertanggung jawab untuk 

menangani masalah tersebut dengan baik. Hal ini penting untuk 

memberikan rasa aman bagi konsumen dalam bertransaksi, baik itu di 

platform maupun merchant. 

Selain itu, pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan 

informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau jasa yang 

mereka tawarkan (Onggianto & Soemartono, 2024). Misalnya, penjual 

harus secara transparan memberikan informasi tentang harga, 

spesifikasi, dan cara penggunaan produk. Konsumen berhak untuk 

mengajukan pengaduan atau klaim jika informasi yang diberikan 

salah atau tidak akurat. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen 

menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang 

benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. 
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Konsep Iklan Digital dan Promosi dalam Perspektif Hukum 

Perlindungan Konsumen 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah 

lanskap periklanan secara mendasar. Iklan yang semula hanya dikenal 

dalam bentuk konvensional seperti media cetak, radio, dan televisi 

kini telah bermigrasi ke ranah digital dengan karakteristik yang jauh 

berbeda dan tantangan hukum yang semakin kompleks. Pergeseran 

ini bukan sekadar pergantian medium penyampaian, melainkan 

transformasi fundamental dalam cara pelaku usaha menjangkau dan 

memengaruhi keputusan pembelian konsumen (AZ Nasution, 2014). 

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), iklan pada 

dasarnya merupakan bagian integral dari kegiatan penawaran yang 

dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Pasal 1 angka 6 UUPK 

mendefinisikan promosi sebagai kegiatan pengenalan atau 

penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik 

minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan 

sedang diperdagangkan. Definisi ini bersifat luas dan pada prinsipnya 

mencakup segala bentuk komunikasi komersial, termasuk iklan 

digital, meskipun pada saat UUPK disahkan ekosistem digital belum 

berkembang sebagaimana sekarang. 

Iklan digital memiliki sejumlah karakteristik yang secara 

kualitatif membedakannya dari iklan konvensional. Kemampuan 

targeting berbasis data perilaku pengguna (behavioral targeting) 

memungkinkan pelaku usaha menyasar segmen konsumen yang 

sangat spesifik berdasarkan riwayat penelusuran, preferensi 

pembelian, bahkan kondisi emosional yang terdeteksi melalui 

interaksi digital. Sifat interaktif dua arah dan kecepatan penyebaran 

yang masif (viral) menjadikan iklan digital jauh lebih efisien sekaligus 

berpotensi lebih merusak apabila mengandung informasi yang 

menyesatkan. Kemampuan personalisasi konten, di mana setiap 

konsumen dapat menerima pesan iklan yang berbeda berdasarkan 

profilnya, juga mempersulit pengawasan regulatif karena pelanggaran 

dapat berlangsung secara tersembunyi dan sangat tertarget (Shidarta, 

2006). 
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Bentuk-bentuk iklan digital yang saat ini berkembang pesat 

meliputi banner ads dan display advertising yang tampil di situs web 

dan aplikasi; sponsored content atau konten bersponsor yang tampil 

menyerupai konten editorial sehingga sulit dibedakan dari informasi 

organik; influencer marketing melalui tokoh-tokoh media sosial yang 

memanfaatkan kepercayaan publik; native advertising yang 

terintegrasi dalam aliran konten organik; serta iklan berbasis 

algoritma (programmatic advertising) yang ditampilkan secara 

otomatis berdasarkan profil data pengguna tanpa intervensi manusia 

secara langsung (Kotler & Armstrong, 2018). Keberagaman bentuk ini 

menuntut pendekatan regulasi yang adaptif dan tidak terbatas pada 

kerangka peraturan yang dirumuskan sebelum era digital. 

Ekosistem digital Indonesia yang terus berkembang pesat, 

ditandai dengan jumlah pengguna internet yang mencapai lebih dari 

215 juta jiwa pada tahun 2023, menjadi lahan subur bagi beragam 

praktik promosi digital yang melampaui batas-batas geografis dan 

yurisdiksi konvensional (Kominfo, 2023). Pertumbuhan yang 

eksponensial ini di satu sisi membuka akses konsumen terhadap lebih 

banyak pilihan produk dengan harga yang lebih kompetitif, namun di 

sisi lain meningkatkan eksposur konsumen terhadap praktik promosi 

yang tidak selalu jujur dan bertanggung jawab. Laporan YLKI tahun 

2023 mencatat lonjakan signifikan pengaduan konsumen yang 

berkaitan dengan iklan digital yang tidak sesuai dengan kenyataan 

produk atau layanan yang diterima (YLKI, 2024). 

Promosi dalam ekosistem digital dapat dikelompokkan 

berdasarkan bentuk dan mekanisme penyampaiannya. Promosi harga 

mencakup diskon, flash sale, voucher cashback, dan program loyalitas 

berbasis poin merupakan kategori yang paling sering dijumpai dan 

paling rentan terhadap manipulasi. Promosi berbasis testimoni dan 

ulasan (review) konsumen yang diunggah di platform e-commerce 

memiliki pengaruh psikologis yang besar terhadap keputusan 

pembelian, sehingga pemalsuan ulasan menjadi bentuk pelanggaran 

yang kerap terjadi. Promosi melalui media sosial, baik konten organik 

maupun konten berbayar, memanfaatkan jaringan sosial dan 

kepercayaan antarpribadi sebagai medium penyebaran pesan 

komersial, sedangkan iklan bertarget (targeted advertising) yang 
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Pendahuluan 
Transformasi digital telah mengubah model atau sistem perdagangan 

global secara fundamental. Kehadiran e-commerce, food delivery apps, 

dan algoritma media sosial mempermudah akses konsumen terhadap 

berbagai produk pangan. Bagi masyarakat Indonesia, aspek “aman” 

tidak hanya mencakup keamanan fisik (biologis, kimia, dan fisik) 

tetapi juga spiritual melalui jaminan produk halal. Dalam konteks 

hukum perlindungan di era digital ini, hak atas informasi yang benar, 

jelas dan jujur merupakan pilar utamma.  

Sertifikasi halal dalam pengakuan kehalalan suatu produk yang 

dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 

berdasarkan fatwa MUI. (Muhammad Syarifuddin, 2022) Sertifikasi 

ini merupakan proses pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan 

bahan-bahan, proses produksi, kemasan hingga distribusi suatu 

produk telah memenuhi standar syariat Islam, yakni yang tidak 

mengandung unsur najis dan haram. Di Indonesia mewajibkan 

sertifikasi halal bagi seluruh produk yang diperdagangkan sesuai 

dengan aturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal. (Indonesia, 2014)  

 

Urgensi Sertifikasi Halal sebagai Hak Konstitusi Konsumen 
Urgensi sertifikasi halal dalam ruang digital bukan sekadar masalah 

religius saja, melainkan perwujudan nyata dari hak konstitusional 

konsumen atas kepastian hukumnya. Pada era digital ini, batas antara 

produsen dan konsumen menjadi kabur, sehingga regulasi yang 

diperlukan untuk keamanan produk yang akan dikonsumsi. Berikut 

adalah urgensi sertifikasi halal sebagai hak konstitusi dalam ruang 

digital; 

1. Mandatori Regulasi 

Implementasi mandatori sertifikasi halal melalui UUJPH menandai 

pergeseran paradigma. Pada era digital, integrasi teknologi 

menjadi kunci utama dalam efektivitas pengawasan dan 

pendaftaran. Pencapaian target peluang dan inovasi memerlukan 

strategi ekosistem halal digital, untuk mencapai target madatori. 

Pencapaian ini memerlukan kolaborasi lintas sektor. Platform e-

commerce besar di Indonesia kini mewajibkan penjualan 

menyertakan logo halal. Selain itu, sinkronisasi data antara BPJPH 
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dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS (Online Single 

Submission) mempercepat validasi data pelaku usaha yang 

terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 

tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal. (Republik 

Indonesia, 2021) 

 

2. Kepastian Hukum di Ruang Digital 

Bagi masyarakat Muslim, kepastian pada logo halal adalah bagian 

dari perlindungan dan keamanan saat mengonsumsi produk. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminana 

Produk Halal (UUJPH) mengubah lahirnya pradigma sertifikasi 

halal dari sifatnya sukarela menjadi wajib. Pada pasal 4, “Produk 

yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia 

wajib bersertifikasi halal." Kewajiban ini memberikan kepastian 

hukum di ruang digital karena; 

a. Standarisasi artinya memberikan parameter yang jelas bagi 

platform e-commerce untuk menyaring produk. 

b. Akuntabilitas, yakni produsen yang mencantumkan logo halal 

secara ilegal di toko online dapat dijerat sanksi pidana maupun 

administrasi. 

c. Traceability (terlacak), yakni pada era digital, regulasi ini 

menuntut adanya transparasi data. Setiap produk yang beredar 

wajib memiliki traceability yang jelas. Sistem pendataan 

terintegrasi menggunakan teknologi basis data yang terpusat. 

 

3. Perubahan Layanan Halal Digital 

Sebelum tahun 2014, sertifikasi halal dikelola sepenuhnya oleh 

LPPOM MUI sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Kini 

nemagara mengambil peran regulator melalui BPJPH. Mandatori 

ini mencakup produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, 

obat-obatan, dan kosmetik secara bertahap. (Republik Indonesia, 

2014) konsep Tanggung Jawab Sosial (CSR) dianggap sebagai 

wilayah moralitas bisnis yang berada diluar jangkauan hukum 

formal. Perusahaan diberikan keleluasaan untuk menentukan 

standar kepatuhan mereka melalui mekanisme pelaporan mandiri. 

Namun, efektivitas dari skema sukarela ini mulai tidak efektif 
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Pendahuluan 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa 

perubahan signifikan dalam pola interaksi ekonomi masyarakat, 

khususnya dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen 

(Kurniawan Tri Wibowo, 2025). Digitalisasi mendorong lahirnya 

berbagai platform perdagangan elektronik (e-commerce), layanan 

keuangan digital, serta berbagai bentuk kontrak elektronik yang 

memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, efisien, dan lintas 

batas wilayah. Konsumen kini tidak lagi bergantung pada interaksi 

fisik, melainkan memanfaatkan media digital sebagai sarana utama 

dalam melakukan pembelian barang dan jasa. 

Namun demikian, transformasi digital tersebut juga 

menghadirkan tantangan baru, terutama terkait dengan aspek 

kepercayaan (trust) dan keamanan transaksi. Dalam transaksi 

konvensional, tanda tangan basah berfungsi sebagai bukti persetujuan 

para pihak, sedangkan dalam transaksi digital, fungsi tersebut 

digantikan oleh tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital 

(Susanto, 2025). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang 

mampu menjamin keabsahan dan keamanan transaksi digital agar 

hak-hak konsumen tetap terlindungi. 

Selanjutnya, tanda tangan digital memiliki peran penting sebagai 

instrumen autentikasi dalam transaksi elektronik. Keberadaannya 

tidak hanya menunjukkan persetujuan para pihak, tetapi juga 

menjamin integritas dokumen serta mencegah terjadinya 

penyangkalan (non-repudiation). Dalam konteks perlindungan 

konsumen, tanda tangan digital menjadi alat yang krusial untuk 

memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar sah dan 

tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 

(Hermin, 2024). 

Urgensi ini semakin meningkat seiring dengan maraknya 

transaksi daring yang melibatkan data pribadi dan informasi sensitif 

konsumen. Tanpa sistem tanda tangan digital yang andal dan diakui 

secara hukum, konsumen berpotensi mengalami kerugian akibat 

pemalsuan identitas, manipulasi data, atau penipuan digital. Dengan 

demikian, pengaturan yang jelas mengenai tanda tangan digital 

menjadi bagian integral dalam upaya memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan yang optimal bagi konsumen di era digital. 
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Ditemukan kemudian, bahwa meskipun hukum Indonesia telah 

mengakui dokumen dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang 

sah, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan terkait 

pembuktian elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (selanjutnya akan disebut “UU ITE”) merupakan landasan 

hukum utama yang saat ini mengatur kedudukan dokumen dan 

informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah di Indonesia sebagai 

bentuk perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara 

yang berlaku di Indonesia. 

Namun memang salah satu tantangan utama adalah memastikan 

keaslian (authenticity) dan keutuhan (integrity) dari bukti elektronik 

yang diajukan di pengadilan. Berbeda dengan dokumen fisik, bukti 

digital rentan terhadap perubahan, manipulasi, maupun pemalsuan 

tanpa meninggalkan jejak yang mudah dideteksi. Selain itu, masih 

terdapat kendala dalam hal pemahaman aparat penegak hukum 

terhadap teknologi digital, termasuk dalam proses verifikasi dan 

validasi bukti elektronik. Perbedaan standar teknis dan kurangnya 

infrastruktur pendukung juga menjadi hambatan dalam menilai 

kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Kondisi ini dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan 

konsumen dalam proses penyelesaian sengketa. 

Bab ini membahas aspek hukum tanda tangan digital dan 

pembuktian elektronik dalam perlindungan konsumen, meliputi dasar 

hukum, implikasi yuridis, serta kedudukan dokumen elektronik dalam 

sistem hukum Indonesia. Pembahasan juga mencakup tantangan 

praktik peradilan dan perkembangan isu hukum transaksi digital 

sebagai upaya penguatan perlindungan konsumen di era digital. 

 

Konsep dan Definisi Tanda Tangan Digital 

Tanda tangan elektronik merupakan informasi elektronik yang 

dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik 

lainnya dan digunakan sebagai alat verifikasi serta autentikasi. Pasal 

1 angka 12 UU ITE mendefinisikan tanda tangan elektronik sebagai 
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Kerangka Regulasi Promosi dan Pelabelan Produk di 

Indonesia 
1. Pengertian Promosi dan Label dalam Perspektif Hukum 

Dalam kehidupan perekonomian modern, promosi dan pelabelan 

produk merupakan dua instrumen penting yang menghubungkan 

antara pelaku usaha dengan konsumen. Keduanya tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana pemasaran dalam informasi suatu 

produk, tetapi juga menjadi objek pengaturan hukum yang penting 

demi terwujudnya keseimbangan antara kepentingan bisnis dan 

perlindungan konsumen. 

Secara yuridis, pengertian promosi sendiri dapat ditemukan 

dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), yang 

berbunyi, “Promosi sebagai kegiatan pengenalan atau 

penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk 

menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang 

akan dan sedang diperdagangkan." Definisi ini menegaskan bahwa 

setiap kegiatan promosi pada hakikatnya adalah penyampaian 

informasi dari suatu produk, sehingga akurasi dan kejujuran 

informasi menjadi inti dari legalitas suatu promosi. 

Adapun label produk secara umum dipahami sebagai 

keterangan mengenai produk yang dilekatkan pada kemasan atau 

badan produk itu sendiri. Label merupakan suatu bagian dari 

sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk 

atau penjualnya (Angipora, 2002). Taufik H. Simatupang 

menyatakan bahwa iklan dan label merupakan dua media utama 

komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen, yang apabila tidak 

diatur secara ketat, dapat menjadi sarana eksploitasi informasi 

terhadap pihak yang lebih lemah, yaitu konsumen (Simatupang, 

2004). Pandangan ini menempatkan regulasi promosi dan label 

bukan semata sebagai kebutuhan administratif, melainkan sebagai 

imperatif keadilan. 

 

2. Dasar Hukum Utama: UU No. 8/1999, UU No. 18/2012, dan 

Peraturan BPOM 

Kerangka regulasi promosi dan pelabelan produk di Indonesia 

bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 
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8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi 

landasan umum bagi seluruh aspek hubungan hukum antara 

pelaku usaha dan konsumen. Kedua, Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan yang memuat ketentuan khusus 

mengenai pelabelan dan iklan produk pangan dan Peraturan 

Pemerintah. Ketiga, berbagai peraturan teknis yang diterbitkan 

oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai regulator 

sektoral. 

Dalam UUPK, pengaturan mengenai promosi dan iklan 

tersebar di beberapa pasal, yakni Pasal 8, 9, 10, 12, 13, 17, dan 20. 

Pasal-pasal ini secara garis besar melarang pelaku usaha 

menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang 

dan/atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang tersebut 

memiliki keistimewaan, kualitas, mutu, atau manfaat yang tidak 

sesuai dengan kenyataan (Muhajirin, 2019). Sementara itu, Pasal 

20 UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha periklanan 

bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat 

yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. 

Regulasi mengenai pelabelan diatur berdasarkan penggunaan 

label, misalnya mengenai pangan yang terdapat dalam UU Pangan 

beserta turunannya, Peraturan Perdagangan mengenai keharusan 

label Bahasa Indonesia pada barang, dan label mengenai 

kandungan gizi yang diatur secara khusus dalam peraturan BPOM, 

yakni Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 jo. Peraturan BPOM 

Nomor 6 Tahun 2024. 

 

3. Prinsip Kejujuran, Keterbukaan Informasi, dan Larangan 

Menyesatkan Konsumen 

Di antara seluruh prinsip hukum yang mengatur promosi dan 

pelabelan, prinsip kejujuran (good faith) dan keterbukaan 

informasi merupakan hal yang fundamental. Perlindungan 

konsumen pada dasarnya dibangun di atas asas keseimbangan, 

yang menghendaki agar konsumen memperoleh informasi yang 

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu produk 

(Miru, 2004). Ketimpangan informasi antara pelaku usaha dan 

konsumen yang dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai "information 
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Perkembangan teknologi telah memasuki berbagai sektor 

kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu sektor kehidupan 

bermasyarakat yang mengalami perubahan yaitu sektor keuangan 

digital. Kondisi yang demikian pada satu sisi memang mempunyai 

berbagai manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan akan produk jasa 

keuangan bisa dengan mudah diakses dan bisa secara cepat 

digunakan, sehingga masyarakat sebagai konsumen layanan jasa 

keuangan digital bisa menikmati kemudahan akses tersebut. Namun 

di sisi lain fenomena ini mengakibatkan ketidakseimbangan 

kedudukan konsumen dan produsen penyedia layanan jasa keuangan 

digital. Hal ini tentunya membutuhkan analisis secara komprehensif 

mengenai perlindungan konsumen pada sektor keuangan digital, agar 

kedudukan konsumen dan produsen seimbang dan terwujudnya 

perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 

bagi konsumen sektor jasa keuangan digital di Indonesia. 

 

Layanan Jasa Keuangan Digital di Indonesia  

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perlindungan hukum bagi 

konsumen pada sektor jasa keuangan digital, perlu diketahui bahwa 

yang dimaksud dengan keuangan digital meliputi seluruh aktivitas 

layanan jasa keuangan yang menggunakan teknologi informasi 

sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. 

Layanan jasa keuangan digital terdiri dari mobile banking, financial 

technology, uang elektronik, sistem pembayaran digital, asuransi 

digital, dan investasi digital (Reza & Susanti, 2019).  

Jasa keuangan digital yang berupa mobile banking merupakan 

inovasi yang dikembangkan oleh perbankan dalam memberikan 

layanan kepada konsumen perbankan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi guna menghimpun dana dari masyarakat serta 

menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai konsumen perbankan 

atau nasabah (Tarigan, 2019). Penggunaan teknologi informasi dalam 

layanan mobile banking sangat mempermudah nasabah dalam 

bertransaksi keuangan, salah satunya yaitu nasabah tidak perlu 

datang untuk menunggu dan mengantre di bank dalam melakukan 

transaksi keuangan, namun cukup menggunakan layanan mobile 
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banking melalui ponsel masing-masing nasabah, sudah bisa 

menggunakan seluruh layanan jasa keuangan yang disediakan oleh 

bank.  

Layanan jasa keuangan digital lainnya, yaitu financial technology, 

jenis layanan jasa keuangan digital ini setidaknya ada dua jenis 

platform digital. Jenis yang pertama, yaitu platform penyedia tempat 

pertemuan secara daring antara pencari dana dan pemberi dana 

secara daring, yang sering dikenal dengan peer to peer lending. Salah 

satu contohnya yaitu Amartha. Jenis layanan jasa financial technology 

lainnya yaitu layanan keuangan berupa platform yang menyediakan 

tempat daring untuk penggalangan dana guna pembiayaan proyek dan 

kegiatan sosial, yang sering dikenal dengan sebutan "crowdfunding." 

Salah satu contohnya yaitu Kitabisa.com (Benuf et al., 2020).  

Jasa keuangan digital berikutnya yaitu uang elektronik (electronic 

money atau sering dikenal dengan sebutan e-money). Penggunaan 

uang elektronik dalam transaksi keuangan masyarakat Indonesia 

sudah sangat lazim. Pelaku usaha maupun masyarakat sebagai 

konsumen menggunakan layanan uang elektronik sebagai alat 

pembayaran yang sama nilainya dengan uang kertas. Penggunaan 

uang elektronik untuk bertransaksi jual beli bisa menggantikan fungsi 

uang kertas yang selama ini digunakan untuk bertransaksi jual beli. 

Uang elektronik (electronic money/e-money), yang sering digunakan 

dalam transaksi di Indonesia yaitu GoPay, OVO, dan Dana 

(Honggowongso & Kholil, 2021). Keberadaan uang elektronik telah 

mempermudah konsumen yang merupakan pengguna layanan jasa 

uang elektronik dalam bertransaksi, karena tidak harus repot untuk 

membawa uang kertas.  

Layanan jasa keuangan lainnya, yaitu asuransi digital (digital 

insurance), merupakan lembaga keuangan penyedia layanan jasa 

perlindungan finansial berupa pengalihan risiko dari konsumennya 

kepada perusahaan tersebut. Dalam konteks asuransi digital, semua 

produk asuransi tersebut dipasarkan, dikelola, dan diklaim secara 

elektronik melalui platform digital yang disediakan oleh perusahaan 

asuransi digital. Penggunaan asuransi digital memungkinkan 

penyedia layanan dan pengguna layanan jasa asuransi digital tidak 

saling bertemu, cukup melalui komunikasi secara daring. Salah satu 
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Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan berkembangnya 

perdagangan digital telah mengubah cara konsumen memperoleh 

barang dan jasa. Transaksi yang dahulu dilakukan secara langsung 

dalam satu negara kini dapat berlangsung secara elektronik antara 

konsumen dan pelaku usaha di negara berbeda. Di Indonesia, 

perubahan ini telah diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik, yang menegaskan bahwa perdagangan dapat dilakukan di 

dalam negeri maupun melintasi batas negara. Sehingga transaksi 

lintas negara telah menjadi bagian dari praktik perdagangan masa kini 

dan memerlukan pengaturan hukum yang memadai (Peraturan 

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik). 

Transaksi lintas negara memberikan manfaat bagi konsumen 

karena memperluas pilihan produk dan jasa serta meningkatkan 

kemudahan, efisiensi waktu, dan biaya. Namun, kondisi ini juga 

menimbulkan berbagai risiko, seperti informasi yang keliru serta 

barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan, kesulitan 

pengembalian dana, klausula baku yang merugikan, dan 

penyalahgunaan data pribadi. OECD dan ASEAN sama-sama 

menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam e-commerce 

terhadap prinsip keadilan, keterbukaan informasi, keamanan 

pembayaran, penyelesaian sengketa, dan perlindungan data 

konsumen (OECD, n.d.; United Nations Conference on Trade and 

Development [UNCTAD], n.d.). 

Dibandingkan transaksi domestik, transaksi lintas negara jauh 

lebih kompleks karena melibatkan persoalan yurisdiksi, pilihan 

hukum, pembuktian elektronik, serta pelaksanaan hak konsumen 

terhadap pelaku usaha di luar negeri. Di samping itu, penyusunan 

kontrak standar secara sepihak semakin melemahkan posisi tawar 

konsumen. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen dalam transaksi 

lintas negara tidak dapat hanya bertumpu pada asas kebebasan 

berkontrak, melainkan juga harus didasarkan pada prinsip keadilan, 

keseimbangan, dan perlindungan bagi pihak yang posisinya lebih 

lemah (Shidarta, 2004). 
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Dalam tataran normatif, Indonesia telah menetapkan sejumlah 

perangkat hukum untuk menjamin perlindungan bagi konsumen, 

antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, 

dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data 

Pribadi. Di tingkat internasional, penguatan perlindungan konsumen 

juga tercermin dalam pedoman PBB dan ASEAN. Dengan demikian, 

perlindungan konsumen dalam transaksi lintas negara adalah isu 

hukum yang menuntut sinergi antara hukum nasional, prinsip 

internasional, dan perkembangan perdagangan digital global 

(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang 

Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku 

Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). 

 

Konsep dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 

Pada dasarnya, perlindungan konsumen mencakup seluruh langkah 

yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen 

dalam memperoleh, memakai, dan memanfaatkan barang dan/atau 

jasa. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep tersebut tidak semata-

mata dimaknai sebagai perlindungan yang diberikan setelah kerugian 

terjadi, melainkan juga meliputi upaya pencegahan, pengaturan 

terhadap perilaku pelaku usaha, penyampaian informasi yang akurat, 

serta penegakan mekanisme pemulihan ketika hak-hak konsumen 

dilanggar (Shidarta, 2004; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen). 
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Fenomena Aset Kripto Dan NFT Dalam Ekonomi Digital 

Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan teknologi 

digitalisasi keuangan model baru. Blockchain merupakan teknologi 

yang berperan sebagai buku besar digital terdistribusi (distributed 

ledger) yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi pada sebuah 

jaringan komputer. Teknologi ini memungkinkan banyak pihak untuk 

mencatat transaksi yang diklaim secara aman dan transparan tanpa 

memerlukan otoritas aset kripto sebagai instrumen keuangan digital 

yang bersifat terdesentralisasi. Sistem ini disebut dengan keuangan 

terdesentralisasi ini atau yang disebut dengan Decentralized Finance 

(DeFi). (Moro-Visconti & Cesaretti, 2023, p. 289) 

DeFi merupakan teknologi buku besar terdistribusi yang bersifat 

terdesentralisasi dengan jaringan peer-to-peer. Teknologi ini 

memungkinkan pencatatan seluruh transaksi secara aman, 

transparan, dan tidak dapat diubah pada berbagai komputer. (Allen, 

2021, p. 114) Aplikasi DeFi, yang juga dikenal dengan nama lain 

sebagai decentralized applications (dApps), menyediakan antarmuka 

bagi pengguna untuk mengakses layanan keuangan yang beroperasi 

di atas sistem blockchain. Selain itu, DeFi bergantung pada smart 

contract yang berjalan secara otomatis di dalam blockchain yang 

bekerja mengatur ketentuan dan instruksi dituliskan secara langsung 

dalam bentuk kode serta dijalankan oleh sistem tersebut. (Moro-

Visconti & Cesaretti, 2023, p. 17) 

Tujuan sistem ini diciptakan adalah untuk menggantikan 

pengelolaan uang terpusat secara tradisional seperti bank dengan 

memanfaatkan kode pemrograman otomatis melalui smart contract. 

(Beutin, Boran, Kevin, Kunz, & Gellecom, 2023) Smart contract 

merupakan program komputer atau protokol transaksi yang 

dirancang untuk berjalan secara otomatis setelah serangkaian kondisi 

yang telah ditentukan sebelumnya terpenuhi. Smart contract tidak 

mengandung kata-kata hukum atau kewajiban kontraktual yang 

mengikat. Sebaliknya, mereka adalah “skrip” komputer yang 

dirancang untuk memfasilitasi transaksi tanpa menggunakan pihak 

ketiga. (Mittal, 2020, p. 40) Selain menghadirkan efisiensi dan 

transparansi, penerapan smart contract dalam ekosistem DeFi juga 
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membuka peluang inovasi layanan keuangan yang lebih luas. Berbagai 

instrumen keuangan seperti pinjam-meminjam, perdagangan aset 

digital, hingga produk derivatif dapat dijalankan secara otomatis 

tanpa campur tangan lembaga perantara. Hal ini tidak hanya menekan 

biaya operasional, tetapi juga mempercepat proses transaksi serta 

memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan global. 

Dengan demikian, DeFi dipandang sebagai salah satu terobosan 

penting dalam transformasi sistem keuangan modern yang berbasis 

teknologi blockchain. 

Cryptocurrency dapat berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan 

nilai, maupun instrumen investasi (Stock, 2022, p. 88) Koin kripto juga 

memiliki karakteristik khusus seperti keterbatasan jumlah pasokan 

(limited supply) yang ditentukan oleh protokol, sifat transparan 

karena seluruh transaksi tercatat secara publik di blockchain, serta 

kemampuan untuk diprogram melalui smart contract yang 

memungkinkan terciptanya berbagai aplikasi keuangan 

terdesentralisasi. Dengan sifat-sifat tersebut, cryptocurrency tidak 

hanya dipandang sebagai alternatif mata uang digital, tetapi juga 

sebagai fondasi bagi lahirnya ekosistem baru seperti DeFi dan NFT, 

yang memperluas fungsi aset kripto dari sekadar alat tukar menjadi 

instrumen inovasi dalam keuangan dan kepemilikan digital. 

DeFi, selain mendorong lahirnya cryptocurrency, juga turut 

mendorong lahirnya ekosistem baru dalam dunia aset digital Non-

Fungible Token (NFT). NFT merupakan aset kripto unik yang tidak 

dapat ditukar secara setara karena masing-masing memiliki identitas, 

metadata, dan nilai yang berbeda. (Moro-Visconti & Cesaretti, 2023, p. 

7) Jika DeFi berfokus pada layanan keuangan terdesentralisasi, maka 

NFT memperluas pemanfaatan teknologi blockchain ke ranah 

kepemilikan digital, seperti karya seni, musik, koleksi, hingga aset 

virtual dalam metaverse. Hubungan antara DeFi dan NFT terlihat jelas 

pada penggunaan smart contract yang sama-sama menjadi fondasi 

keduanya. DeFi memanfaatkan smart contract untuk transaksi 

keuangan otomatis, sedangkan NFT menggunakannya untuk 

menjamin keaslian, kepemilikan, dan kelangkaan aset digital. Dengan 

demikian, lahirnya NFT memperkaya ekosistem blockchain, 

menjadikan teknologi ini tidak hanya sebagai alternatif sistem 
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Pengertian dan Konsep Tanggung Jawab Produk 

Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen 

merujuk pada kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa 

barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada konsumen bebas dari 

cacat yang dapat membahayakan atau merugikan konsumen. Hal ini 

bertujuan agar konsumen terlindungi dari potensi bahaya atau 

kerugian yang timbul akibat penggunaan produk yang tidak aman. 

Pelaku usaha harus memastikan bahwa produk yang dijual aman 

digunakan, sesuai dengan standar yang dijanjikan, dan tidak 

membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen. Dalam hal 

terjadi cacat pada produk yang dapat merugikan konsumen, pelaku 

usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, 

baik berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau bentuk 

kompensasi lainnya (Setyawan & Mardjiono, 2025). 

Sebagai contoh, Toyota, perusahaan otomotif besar, melakukan 

penarikan atau recall terhadap sekitar 1,43 juta mobil di Indonesia 

pada tahun 2016. Ini dilakukan karena masalah sistem pengereman 

yang tidak sesuai dengan produksi. Antara tahun 2014 dan 2015, 

Toyota Avanza dan Toyota Vios mengalami masalah ini. Cacat ini dapat 

menyebabkan sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik, 

berbahaya bagi pengemudi dan penumpang. Toyota bertanggung 

jawab atas produk yang cacat yang telah dijual ke pelanggan dalam hal 

ini dengan memberikan perbaikan gratis pada mobil yang 

teridentifikasi. 

Dalam hal ini, Toyota Indonesia tidak hanya memenuhi 

kewajibannya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga 

memberikan layanan kepada konsumen untuk memastikan bahwa 

kendaraan yang mereka gunakan aman. Pelaku usaha, dalam hal ini 

Toyota, terikat pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 UU 

Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan pelaku usaha 

memberikan produk yang bebas dari cacat dan sesuai dengan standar 

kualitas yang dijanjikan. Penggantian atau perbaikan mobil secara 

gratis ini merupakan contoh bagaimana tanggung jawab produk 

diterapkan secara konkret oleh pelaku usaha. 
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Tanggung jawab produk ini juga mencakup kewajiban untuk 

memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang dijual. Jika 

ada potensi risiko atau cacat yang dapat membahayakan konsumen, 

pelaku usaha wajib memberi tahu konsumen melalui label, petunjuk, 

atau peringatan. Dalam kasus Toyota, perusahaan memberikan 

informasi yang jelas kepada konsumen yang terdampak mengenai 

perbaikan yang diperlukan dan cara untuk memeriksakan mobil 

mereka. Ini adalah bagian dari kewajiban pelaku usaha untuk 

memastikan konsumen tidak dirugikan akibat ketidaktahuan atau 

kelalaian informasi mengenai produk yang mereka beli. 

Secara keseluruhan, tanggung jawab produk bertujuan untuk 

melindungi konsumen dari barang atau jasa yang tidak memenuhi 

standar keselamatan dan kualitas yang telah dijanjikan (Deswari, 

Sucia, & Fikrina, 2025). Kasus penarikan mobil Toyota ini 

menunjukkan bahwa ketika pelaku usaha gagal memenuhi standar 

tersebut, mereka memiliki kewajiban untuk memperbaiki kesalahan 

tersebut dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab. 

Dengan adanya tanggung jawab produk yang jelas, konsumen dapat 

merasa lebih aman dalam bertransaksi dan yakin bahwa mereka 

dilindungi dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh produk 

yang cacat. 

Cacat barang dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yang 

masing-masing dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi 

pelaku usaha jika produk yang dijual merugikan konsumen 

(Aliyansyah, Borman, Sidarta, & Soerodjo, 2024). Salah satu jenis cacat 

adalah cacat desain, yang terjadi ketika barang atau produk dirancang 

dengan cara yang dapat membahayakan penggunanya. Cacat desain 

ini tidak hanya mencakup masalah estetika atau fungsional, tetapi juga 

mengacu pada aspek keselamatan produk yang dapat membahayakan 

penggunanya. Sebagai contoh, jika sebuah produk elektronik 

dirancang dengan komponen yang mudah terbakar atau tidak 

memenuhi standar keamanan, maka desain tersebut dianggap cacat 

dan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. 

Ketika produk dibuat tidak sesuai dengan desain yang telah 

ditetapkan, itu disebut cacat pembuatan. Jika proses pembuatan atau 

produksi tidak dilakukan dengan baik, dapat menyebabkan produk 
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Dalam perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha terdapat 

prinsip-prinsip dan asas dalam berkontrak yang harus dipenuhi, salah 

satunya yaitu asas kebebasan berkontrak atau bisa disebut juga 

dengan asas terbuka. Asas terbuka adalah kebebasan yang diberikan 

oleh undang-undang kepada masyarakat untuk melakukan perjanjian, 

di mana perjanjian ini akan mengikat kedua belah pihak dan 

merupakan dasar hukum bagi mereka yang membuatnya, sepanjang 

tidak melanggar ketentuan dalam undang-undang. Dasar hukum dari 

kebebasan berkontrak telah diatur dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menetapkan 

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

Undang bagi mereka yang membuatnya."  

Terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku 

usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh 

laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan 

konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan 

kebutuhannya terhadap produk tertentu. Namun demikian, hubungan 

yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen pada tataran 

praksis sering kali menimbulkan keadaan yang tidak setara antara 

keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah 

sehingga menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara 

sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan kata lain, 

konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha 

dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.  

Terkait hal tersebut, jasa pengiriman barang menjadi layanan 

yang sangat dibutuhkan di zaman saat ini yang serba canggih dengan 

kemajuan teknologi, informasi, dan transportasi. Di era globalisasi 

saat ini, manusia akan selalu mencari dan lebih menyukai hal-hal yang 

serba cepat dan instan. Oleh karena itu, jasa pengiriman/ 

pengangkutan barang dapat menjadi solusi bagi mereka yang 

menyukai kemudahan dan kepraktisan dalam mengirimkan suatu 

barang, terlebih jika menyangkut keterjangkauan wilayah (Musyafah 

et al., 2018).  

Konsumen sebagai pengguna jasa pengiriman barang penting 

untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka untuk 

melindungi kepentingannya. Walaupun pada prakteknya yang terjadi, 
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konsumen seringkali masih dirugikan akibat permasalahan 

pengiriman barang. Seperti barang yang mengalami keterlambatan 

dan kerusakan. Dalam terjadi hal demikian, maka konsumenlah yang 

akan dirugikan karena konsumen sudah melakukan kewajiban 

membayar ongkos kirim, namun tidak mendapatkan hak yang 

seharusnya didapatkan, yaitu sampainya barang tepat waktu dan 

tanpa kerusakan. Sebagai pengguna jasa pengiriman barang, 

konsumen perlu mendapat perlindungan hukum dalam rangka 

melindungi kepentingannya, baik melalui undang-undang maupun 

perjanjian.  

Perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen 

memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didapatkan oleh 

masing-masing pihak. Terdapatnya wanprestasi pada pelaku usaha 

mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen sebagai pengguna 

jasa, baik secara materiil maupun imateriil. Maka, sudah sewajarnya 

pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atas 

kerugian yang dialami konsumen dalam kasus keterlambatan atau 

kerusakan barang sesuai dengan nilai barang.  

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada 

konsumen selain melalui perjanjian, juga melalui peraturan 

perundang-undangan. Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK), didalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa 

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Disamping itu, untuk memberikan perlindungan kepada konsumen 

dalam logistik dan pengiriman atas keterlambatan dan kerusakan 

barang juga berpedoman pada KUH Perdata dan Kitab Undang-

undang Hukum Dagang (KUHD).  

 

Aspek Hukum Keterlambatan dan Kerusakan Barang 

Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat 

terlihat dari perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan 

konsumen. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu 

peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di 
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Konsep Dasar Sistem Pembuktian Terbalik dalam Sengketa 

Transaksi Elektronik 

Sistem pembuktian terbalik adalah sebuah mekanisme dalam hukum 

acara yang mengalihkan beban pembuktian kepada pihak yang diduga 

melakukan pelanggaran atau kewajiban tertentu. Dalam konteks 

sengketa transaksi elektronik, sistem ini sangat penting karena 

konsumen yang dirugikan sering kali berada dalam posisi yang lemah. 

Konsumen biasanya tidak memiliki akses langsung ke data yang 

disimpan oleh pelaku usaha atau platform digital yang terlibat dalam 

transaksi, seperti informasi mengenai proses transaksi atau kondisi 

produk. Oleh karena itu, dengan pembuktian terbalik, pelaku usaha 

atau penyedia platform dibebankan untuk membuktikan bahwa 

produk atau layanan yang mereka tawarkan tidak memiliki cacat dan 

sesuai dengan standar yang dijanjikan. Hal ini memberikan 

perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen, yang sering kali 

tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan cacat pada barang 

atau jasa yang mereka beli (Setyawan & Mardjiono, 2025). 

Dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa 

pelaku usaha wajib menyediakan barang yang memenuhi standar 

kualitas dan aman untuk digunakan. Jika barang tersebut tidak sesuai 

dengan deskripsi atau mengandung cacat yang membahayakan 

konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab. Dalam hal 

ini, pembuktian terbalik berfungsi untuk memastikan bahwa 

konsumen tidak terbebani dengan kewajiban untuk membuktikan 

cacat barang, karena pelaku usaha memiliki informasi yang lebih 

lengkap dan kontrol atas produk yang dijual. Sistem ini 

memungkinkan hakim atau lembaga penyelesaian sengketa untuk 

mengalihkan beban pembuktian kepada pelaku usaha yang lebih 

memahami kondisi produk mereka. Hal ini juga membantu dalam 

mempercepat proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan 

keadilan bagi konsumen. 

Pembuktian terbalik dalam transaksi elektronik memberikan 

keuntungan signifikan, terutama karena banyak transaksi yang terjadi 

secara anonim dan jarak jauh, seperti pada e-commerce. Konsumen 

tidak selalu bisa memeriksa langsung produk yang dibeli, dan sering 

kali hanya memiliki bukti transaksi digital, seperti rekaman 
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pembayaran atau komunikasi online. Misalnya, dalam kasus penjualan 

barang elektronik melalui marketplace, jika produk yang diterima 

konsumen rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi, konsumen sering 

kali kesulitan membuktikan adanya cacat dalam produk. Dalam hal ini, 

pembuktian terbalik mempermudah konsumen untuk menuntut 

pelaku usaha, karena pelaku usaha harus membuktikan bahwa barang 

yang dijual bebas dari cacat dan sesuai dengan standar yang dijanjikan 

(Deswari, Sucia, & Fikrina, 2025). 

Pasal 5 UU ITE juga relevan dalam konteks ini, karena mengatur 

bahwa penyelenggara sistem elektronik, seperti platform digital, 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi elektronik 

dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Platform 

yang menyediakan sarana transaksi harus menjamin keamanan dan 

keabsahan transaksi, serta mendukung konsumen dalam proses 

penyelesaian sengketa jika produk yang dibeli terbukti cacat. Hal ini 

menunjukkan bahwa platform tidak hanya berperan sebagai penyedia 

sistem, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak 

konsumen terlindungi dengan baik, termasuk dalam hal pembuktian 

terbalik. Platform harus memfasilitasi konsumen dalam mengajukan 

klaim atau mengembalikan barang yang cacat, serta memastikan 

bahwa proses pengembalian atau klaim dilakukan dengan cara yang 

efisien dan sesuai hukum. 

Contoh penerapan pembuktian terbalik dapat dilihat pada kasus 

sengketa yang terjadi di marketplace besar seperti Tokopedia atau 

Bukalapak. Jika konsumen membeli produk dari merchant yang tidak 

memenuhi deskripsi atau memiliki cacat yang membahayakan, 

konsumen berhak untuk mengajukan klaim pengembalian barang 

atau ganti rugi. Dalam hal ini, platform marketplace yang menyediakan 

transaksi harus memastikan bahwa proses klaim dilakukan dengan 

adil dan memadai, meskipun tanggung jawab utama tetap pada 

merchant. Dengan penerapan sistem pembuktian terbalik, pelaku 

usaha atau merchant yang bersangkutan harus membuktikan bahwa 

produk yang mereka tawarkan bebas dari cacat dan sesuai dengan 

standar kualitas yang dijanjikan. Ini menjadi alat untuk melindungi 

konsumen yang sering kali tidak memiliki akses langsung ke informasi 

yang diperlukan untuk membuktikan kerugian yang mereka alami. 
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Pembinaan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) 

Pembinaan dalam bidang pengawasan obat dan makanan merupakan 

bagian penting dari sistem perlindungan kesehatan masyarakat. Di 

Indonesia, fungsi tersebut dijalankan oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

mengawasi peredaran produk obat dan makanan. Menurut BPOM, 

“pengawasan obat dan makanan bertujuan untuk menjamin 

keamanan, mutu, dan khasiat produk yang beredar di masyarakat” 

(Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2021). Hal 

ini menunjukkan bahwa pembinaan merupakan bagian integral dari 

sistem pengawasan yang bersifat preventif. Selain itu, dalam 

perspektif global, World Health Organization menyatakan bahwa 

“regulatory systems should ensure the quality, safety and efficacy of 

medical products” (World Health Organization, 2018). Dengan 

demikian, pembinaan menjadi salah satu instrumen penting dalam 

mencapai tujuan tersebut. 

Pembinaan BPOM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha 

terhadap regulasi. Pembinaan ini meliputi edukasi, pelatihan, dan 

pendampingan. Dalam dokumen resminya disebutkan bahwa 

“pembinaan merupakan upaya preventif yang dilakukan untuk 

meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sebelum dilakukan tindakan 

penegakan hukum” (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia, 2020). Hal ini menegaskan bahwa pembinaan memiliki 

peran strategis dalam mencegah pelanggaran sejak dini. 

1. Tujuan Pembinaan BPOM 

Tujuan pembinaan BPOM dapat dilihat dari berbagai aspek, antara 

lain: 

a. Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha: “Kepatuhan pelaku 

usaha terhadap standar keamanan dan mutu merupakan kunci 

dalam menjamin perlindungan konsumen” (BPOM RI, 2022).  

b. Melindungi Konsumen, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa 

konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa (Pasal 4).  
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c. Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal: Produk yang 

memenuhi standar akan lebih mudah bersaing di pasar global.  

d. Mewujudkan Pengawasan yang Efektif: Pengawasan tidak 

hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui 

pembinaan yang berkelanjutan.  

 

2. Bentuk-Bentuk Pembinaan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPOM) 

Edukasi dan Sosialisasi, BPOM memberikan edukasi kepada 

masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran 

masyarakat, sebagaimana dinyatakan bahwa “edukasi masyarakat 

merupakan langkah awal dalam membangun kesadaran akan 

pentingnya keamanan pangan” (BPOM RI, 2021). 

a. Bimbingan Teknis (Bimtek), Bimtek diberikan kepada pelaku 

usaha untuk meningkatkan kualitas produksi, “Penerapan cara 

produksi yang baik merupakan syarat utama dalam menjamin 

mutu produk” (BPOM RI, 2020). 

b. Pendampingan UMKM, pendampingan dilakukan agar UMKM 

mampu memenuhi standar. BPOM menyebutkan bahwa “UMKM 

perlu didorong agar mampu memenuhi persyaratan izin edar 

melalui pendampingan yang berkelanjutan” (BPOM RI, 2022). 

c. Program Desa Pangan Aman, program ini bertujuan 

meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap keamanan 

pangan. 

d. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Melalui KIE BPOM 

menyebarkan informasi secara luas. 

 

3. Strategi Pembinaan BPOM 

Strategi pembinaan dilakukan melalui beberapa pendekatan: 

a. Pendekatan Berbasis Risiko: “Pendekatan berbasis risiko 

memungkinkan pengawasan difokuskan pada produk yang 

berisiko tinggi” (BPOM RI, 2022, hlm. 25).  

b. Kolaborasi Multi-Stakeholder, kerja sama dengan berbagai pihak 

meningkatkan efektivitas pembinaan.  

c. Digitalisasi Layanan 

Sistem digital mempercepat proses perizinan dan pengawasan.  
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Urgensi Hubungan Antarmanusia dan Timbulnya Sengketa 

Sengketa merupakan dampak atau bagian dari akibat hukum suatu 

hubungan hukum yang dilakukan manusia terhadap manusia lainnya. 

Sesungguhnya sengketa (dispute) merupakan hal yang seringkali 

diantisipasi sejak awal agar tidak muncul. Oleh sebab itu manusia 

seringkali melakukan hubungan hukum dengan membuat perjanjian 

yang merupakan salah satu sumber dari perikatan bahkan dilakukan 

secara tertulis. Hal itu merupakan bagian dari perintah Allah SWT agar 

manusia melakukan transaksi; hendaknya dibuat dalam bentuk 

tertulis. 

Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah 

Ayat 282 sesuai penggalan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang 

terjemahnya: "... (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah 

itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak 

ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya 

hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu…" 

Petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an tersebut mengandung 

makna upaya untuk menghindari terjadinya sengketa yang 

diakibatkan kesalahpahaman antara para pihak mengenai aktivitas 

muamalah yang dilakukan. Oleh sebab itu, kebutuhan untuk menulis 

setiap transaksi, kecuali yang langsung dibayar tunai, meskipun hal itu 

juga membutuhkan dokumen sebagai bukti pembayaran, merupakan 

hal yang penting untuk dilakukan. Selain itu, ayat tersebut menuntun 

manusia agar menghadirkan saksi untuk mempersaksikan adanya 

transaksi yang telah dilakukan para pihak sebagai langkah antisipasi. 

Sesuai ayat tersebut, maka persaksikanlah dengan dua orang saksi 

dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, 

maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang 

mengingatkannya. Jumlah saksi yang ditentukan adalah dua laki-laki 

atau boleh juga satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ini 

merupakan langkah antisipasi; apabila ada di antara saksi-saksi yang 

lupa, maka yang lain boleh menjelaskan peristiwanya. Tujuan 
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persaksian tersebut jelas menghindari jika satu saksi bukan saksi 

(unus testis nullus testis) yang menjadi asas dalam hukum acara 

perdata di pengadilan saat ini.  

Sekalipun transaksi yang dilakukan dilengkapi dengan bukti-

bukti tertulis dan dilengkapi dengan saksi-saksi, akan tetapi sengketa 

masih sering muncul oleh karena berbagai faktor dapat menjadi 

penyebabnya antara lain salah satu pihak melakukan wanprestasi, 

salah satu pihak tidak mampu melunasi utangnya karena insolvensi 

sehingga dinyatakan pailit atau bangkrut. Hal ini juga terjadi dalam 

hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi perdagangan dan ini 

dipengaruhi dengan berbagai bentuk dan model perjanjian yang 

bukan hanya konvensional, akan tetapi secara online yang dikenal 

dengan perdagangan melalui elektronik kini dikenal dengan e-

commerce.  

Oleh sebab itu, Allah SWT memerintahkan manusia agar jika di 

antara manusia terjadi sengketa, lakukan perdamaian, sesuai 

petunjuk-Nya dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat Ayat 10, yang 

terjemahnya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. 

sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua 

saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat 

rahmat". 

Sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dalam transaksi 

jual beli secara elektronik saat ini masif terjadi. Dalam peristiwa 

tersebut, konsumen lebih sering ‘diam’ dan tidak mengklaim kepada 

pelaku usaha karena rumitnya proses yang harus ditempuh oleh 

konsumen. Artinya konsumen menerima tindakan pelaku usaha yang 

menimbulkan kerugian, oleh karena seringkali jenis dan tipe barang 

yang dipesan konsumen berbeda dengan yang dikirim oleh penjual, 

sehingga konsumen memperoleh barang tersebut, akan tetapi tidak 

dibutuhkan, sehingga hanya menjadi barang tak berguna. Selain itu, 

yang paling banyak dikeluhkan konsumen adalah fraud atau penipuan 

yang sengaja dilakukan oleh pelaku usaha dengan berbagai iming-

iming atau janji-janji kepada konsumen, seperti yang dialami penulis 

baru-baru ini. Seseorang menawarkan dalam suatu grup WhatsApp 

bahwa ada promo cuci gudang dengan menawarkan harga buku yang 

murah. Saya sebagai pembeli tertarik dan setelah mentransfer seluruh 
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Evolusi Paradigma Literasi Hukum: Dari Pengetahuan 

Prosedural ke Pemberdayaan Digital (Digital 

Empowerment)  

Pergeseran relasi kuasa antara individu dan korporasi teknologi 

global kini telah menyentuh ranah hak konstitusional. Oleh karena itu, 

reposisi konsumen bukan hanya sebagai pembeli, melainkan sebagai 

subjek hukum yang berdaulat dalam ruang siber. Dalam ekosistem 

digital yang cepat dan serba otomatis, hampir semua transaksi online 

mengandalkan klik “I agree". Pertanyaannya: apakah ini masih bisa 

disebut informed consent secara yuridis, ketika hampir tak ada yang 

membaca syarat dan ketentuan? 

Beberapa kajian menunjukkan jarak besar antara teori 

persetujuan dan praktik online. Konsumen umumnya tidak membaca 

atau memahami syarat standar, sehingga “consent” lebih bersifat fiktif 

daripada benar-benar diinformasikan (Brunon-Ernst, 2015; Baker et 

al., 2019; Nicholls, 2022; Manwaring et al., 2021; Kim, 2013). Klik pada 

kotak “I agree” atau mekanisme serupa sering gagal mencerminkan 

kehendak bebas dan pemahaman nyata konsumen (Hayati, 2025; 

Preston, 2015; Manwaring et al., 2021; Wijayasriwardena, 2016). 

Di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, click-wrap diakui sah 

sebagai kontrak elektronik selama ada pernyataan setuju (“I Agree”) 

dan kesempatan untuk mengakses ketentuan (Martinelli et al., 2024; 

Nimbe, 2019; Arief & Muhdar, 2025; Gomes, 2018). Dalam hukum 

Indonesia, click-wrap dinilai lebih kuat secara hukum daripada 

browse-wrap karena ekspresi persetujuan lebih eksplisit, meskipun 

unsur “informed” masih problematik (Martinelli et al., 2024; Hayati, 

2025; Arief & Muhdar, 2025). Studi di Rusia dan yurisdiksi lain 

menekankan perlunya syarat minimum: akses nyata ke isi, informasi 

yang jelas, dan opsi menolak (Mik, 2020; Sevostyanov, 2025). 

Fenomena “no-read” dan desain gelap membuat consent digital 

sering patologis: tidak sadar, terpaksa, atau dimanipulasi (Brunon-

Ernst, 2015; Baker et al., 2019; Manwaring et al., 2021; Kim, 2013).  

Berbagai penulis mendorong standar consent yang lebih bermakna 

(jelas, spesifik, tidak dibundel, konsekuensi dapat diperkirakan) 

(Nicholls, 2022; Manwaring et al., 2021; Matos & Adjerid, 2021; 

Kassam et al., 2022), desain kontrak alternatif (counter-design) untuk 
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benar-benar memicu pembacaan dan pemahaman, bukan sekadar klik 

(Brunon-Ernst, 2015; Mik, 2020; Manwaring et al., 2021; Kassam et al., 

2022), serta regulasi khusus dan penguatan hukum perlindungan 

konsumen (Martinelli et al., 2024; Mik, 2020; Sevostyanov, 2025; 

Manwaring et al., 2021; Arief & Muhdar, 2025; Zahorodnii et al., 2025). 

Secara yuridis, click-wrap masih dianggap bentuk persetujuan 

yang sah, tetapi secara substansi sering gagal memenuhi standar 

informed consent karena fenomena tidak membaca, ketimpangan 

posisi tawar, dan desain yang memanipulasi perhatian. Relevansi 

konsep informed consent justru makin kuat sebagai standar normatif; 

tantangannya adalah mengubah hukum dan desain antarmuka dari 

sekadar menuntut klik menjadi benar-benar menjamin pemahaman 

dan pilihan yang sadar. 

Di ekosistem digital, platform raksasa memegang data, algoritma, 

dan kontrak baku, sementara konsumen sering tidak paham hak-

haknya. Literasi hukum berfungsi sebagai “alat penyeimbang” agar 

ketimpangan informasi tidak otomatis berubah menjadi ketimpangan 

kekuasaan dan ketidakadilan kontraktual. 

Peran literasi hukum dalam mengurangi ketimpangan informasi 

terbukti luas dalam transaksi digital; banyak yang hanya “ikut aturan 

platform” tanpa memahami UUPK atau UU ITE (Lengkong et al., 2025; 

Sudiarti et al., 2024; Setha, 2025; Hasugian et al., 2023; Priyadi, 2022). 

Penyuluhan dan edukasi hukum tentang hak–kewajiban, langkah jika 

dirugikan, dan mekanisme sengketa meningkatkan pemahaman siswa 

dan pelaku e-commerce, sehingga mengurangi risiko wanprestasi dan 

penipuan (Sudiarti et al., 2024; Setha, 2025). Peningkatan literasi 

pemasaran digital & legalitas usaha mendorong kepatuhan berusaha, 

yang berujung pada implementasi perlindungan konsumen yang lebih 

baik (Ulya et al., 2023; Lengkong et al., 2025). 

Dalam praktik, kontrak platform berisi syarat baku yang tidak 

seimbang, memperluas diskresi platform dan meminimalkan 

akuntabilitas (Lari-Williams, 2024; Suzor, 2018; Williams et al., 2024; 

Lagioia et al., 2022). Lemahnya pemahaman terhadap konsep consent 

dalam perjanjian digital (klik “I agree”) membuat persetujuan sering 

tidak benar-benar “sukarela dan terinformasi” (Hayati, 2025; Suzor, 

2018). 
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat 

telah mendorong transformasi fundamental dalam pola interaksi 

ekonomi, khususnya dalam hubungan antara pelaku usaha dan 

konsumen. Digitalisasi perdagangan melalui e-commerce, financial 

technology (fintech), serta berbagai platform berbasis aplikasi telah 

menciptakan ekosistem transaksi yang semakin kompleks dan lintas 

batas. Dalam konteks ini, posisi konsumen cenderung berada pada 

titik yang rentan akibat asimetri informasi, keterbatasan kontrol 

terhadap produk dan layanan, serta ketergantungan pada sistem 

digital yang tidak sepenuhnya transparan(Dahayu & Adbaida, 2025). 

Secara normatif, perlindungan konsumen di Indonesia 

berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjadi instrumen hukum 

utama dalam menjamin hak-hak konsumen dan mengatur kewajiban 

pelaku usaha. Melalui UUPK ini membawa harapan bahwasannya 

untuk memberikan kepastian hukum dan juga jaminan atas 

keamanan, kualitas serta keadilan bagi konsumen maupun pelaku 

usaha (Pratama & Viana, 2025). Selain itu, pengaturan mengenai 

transaksi elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas UU ITE, yang memberikan dasar hukum bagi aktivitas 

perdagangan digital (Susiani, 2025). Lebih lanjut, penguatan aspek 

perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konsumen juga 

diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi. 

Meskipun demikian, kerangka regulasi tersebut pada dasarnya 

masih mencerminkan pendekatan konvensional yang berorientasi 

pada transaksi fisik dan hubungan hukum langsung antara para pihak. 

UUPK, sebagai lex generalis dalam perlindungan konsumen, belum 

sepenuhnya mengantisipasi perkembangan model bisnis digital yang 

berbasis platform, di mana terdapat pihak ketiga sebagai intermediary 

yang memiliki peran signifikan dalam menentukan mekanisme 

transaksi. Hal ini menimbulkan kekosongan norma (normative gap) 

dan ambiguitas dalam penentuan tanggung jawab hukum, khususnya 

dalam hal kerugian konsumen akibat cacat produk, penyalahgunaan 

data, maupun praktik perdagangan tidak jujur di ruang digital. 
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Keterbatasan regulasi konvensional juga tercermin dalam belum 

optimalnya pengaturan terkait transparansi algoritma, mekanisme 

penyelesaian sengketa berbasis digital, serta perlindungan konsumen 

dalam transaksi lintas yurisdiksi (Seran, 2025). Fragmentasi 

pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan sektoral turut 

memperlemah efektivitas perlindungan hukum, karena tidak adanya 

harmonisasi norma yang komprehensif dan integratif. Dalam 

praktiknya, kondisi ini berimplikasi pada lemahnya posisi tawar 

konsumen dan terbatasnya akses terhadap keadilan (access to justice). 

Oleh karena itu, pembaruan hukum perlindungan konsumen di 

Indonesia menjadi suatu keniscayaan. Reformasi regulasi perlu 

diarahkan pada pembentukan kerangka hukum yang adaptif, 

responsif, dan berbasis pada prinsip keadilan serta keseimbangan 

antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Pembaruan tersebut 

mencakup tidak hanya revisi terhadap peraturan perundang-

undangan yang ada, tetapi juga penguatan kelembagaan, mekanisme 

pengawasan, serta integrasi norma hukum yang mampu menjawab 

tantangan era digital (Pamungkas & Faridah, 2025). 

 

Disparitas antara Regulasi Konvensional dan Praktik 

Perlindungan Konsumen Modern  
Dalam dua tahun terakhir, terjadi peningkatan tajam sengketa 

konsumen pada platform marketplace digital di Indonesia, yang 

mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem 

perlindungan hukum konsumen. Data Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) menunjukkan lonjakan pengaduan terkait 

transaksi digital hingga 275% sepanjang 2022–2024, dengan 

mayoritas kasus melibatkan platform seperti Shopee, Tokopedia, dan 

Lazada (Fista, 2023). Permasalahan yang muncul umumnya 

mencakup penipuan oleh penjual, gangguan sistem pembayaran, 

ketidaksesuaian produk, serta keterbatasan akses terhadap 

mekanisme penyelesaian sengketa. Lebih jauh, banyak kasus tersebut 

belum dapat ditangani secara efektif dalam kerangka hukum yang ada, 

sehingga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara praktik 

transaksi digital dengan regulasi perlindungan konsumen yang masih 

berkarakter konvensional. 
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Pendahuluan  

Perkembangan ekonomi digital telah menggeser paradigma 

perdagangan dari sistem konvensional menuju sistem berbasis ruang 

digital yang sangat bergantung pada kemajuan teknologi informasi. 

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan e-commerce tidak hanya 

memperluas akses pasar, tetapi juga menciptakan kompleksitas baru 

dalam perlindungan konsumen, khususnya terkait keakuratan dan 

kelengkapan informasi produk. Studi mutakhir menunjukkan bahwa 

perlindungan konsumen digital masih menghadapi persoalan serius 

berupa ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan 

konsumen, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko kerugian 

konsumen. Kondisi ini melahirkan fenomena baru yang dapat disebut 

sebagai informational vulnerability dalam ekosistem halal digital, yaitu 

kerentanan konsumen akibat absennya informasi halal yang akurat, 

transparan, dan terverifikasi dalam transaksi elektronik. (Arifin, 

2025) 

Platform digital seperti marketplace, media sosial, dan aplikasi 

layanan berbasis daring kini menjadi ruang utama interaksi antara 

pelaku usaha dan konsumen. Transformasi ini memberikan 

kemudahan akses, efisiensi, serta perluasan pasar secara signifikan, 

namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, 

terutama terkait dengan transparansi informasi produk dan tanggung 

jawab pelaku usaha. Perubahan dari perdagangan konvensional 

menuju perdagangan berbasis elektronik menjadikan informasi 

sebagai instrumen utama dalam proses pengambilan keputusan 

konsumen. Dalam kondisi demikian, kualitas, kejelasan, dan 

keandalan informasi menjadi faktor determinan dalam menjamin 

perlindungan konsumen (Michelle Lee, Lu Sudirman, 2025). Namun, 

sistem perdagangan digital yang berbasis self-declared information 

dari pelaku usaha sering kali tidak disertai mekanisme verifikasi yang 

memadai. 

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim 

terbesar di dunia, aspek halal dalam suatu produk bukan sekadar 

preferensi, melainkan bagian dari hak konstitusional warga negara 

yang harus dilindungi oleh negara. Transformasi digital dalam sistem 
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perdagangan global juga telah melahirkan konfigurasi baru hubungan 

hukum antara pelaku usaha, platform digital, dan konsumen. Dalam 

konteks ini, platform digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai 

perantara pasif, tetapi memiliki peran strategis dalam mengatur arus 

informasi dan menentukan visibilitas produk. Namun demikian, 

perkembangan tersebut tidak diiringi dengan integrasi regulasi yang 

memadai. Perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik masih 

menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan praktik 

implementasi, terutama dalam aspek transparansi informasi produk. 

Fenomena ini menunjukkan adanya regulatory lag in digital halal 

disclosure, yaitu keterlambatan hukum dalam mengakomodasi 

kewajiban informasi halal dalam ruang digital (Hapsari, 2020). 

Di sisi lain, rezim hukum jaminan produk halal di negara 

Indonesia telah berkembang secara progresif melalui pengaturan 

normatif yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar. 

Namun, dalam praktik perdagangan elektronik, kewajiban tersebut 

belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem platform digital. 

Banyak produk yang diperdagangkan secara daring tidak 

mencantumkan informasi halal secara jelas; bahkan, dalam beberapa 

kasus, tidak memiliki sertifikasi halal sama sekali. Hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat 

imperatif dengan praktik digital yang cenderung fleksibel dan 

berbasis self-regulation. Studi terbaru menunjukkan bahwa 

implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal masih 

menghadapi persoalan ketidakpastian hukum akibat lemahnya sistem 

pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta belum terintegrasinya 

sistem digital halal secara nasional (Nurhasanah, Umar Al Haddad, 

Mohd. Zaidi Daud, 2025).  

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan 

dengan rezim hukum perdagangan elektronik yang belum secara 

eksplisit mengatur kewajiban pencantuman informasi halal dalam 

platform digital. Regulasi e-commerce lebih berfokus pada aspek 

transaksi, perlindungan data, dan mekanisme pembayaran, sementara 

aspek substansial terkait informasi produk termasuk status halal 

belum menjadi perhatian utama. Kondisi ini menciptakan ruang abu-

abu (legal grey area) dalam penentuan tanggung jawab hukum antara 
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